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ABSTRACT

One of the agrarian reform objectives is to reduce agrarian disputes and
conflicts. The application of agrarian reform policies to handle agrarian disputes
and conflicts is seen in land redistribution activities in Senama Nenek Village.
The land redistribution in Senama Nenek Village is a follow-up to the resolution
of the conflict between Senama Nenek Kenegerian indigenous peoples and PTPN
V (BUMN). The conflict began when PTPN V unilaterally controlled the ulayat
lands of the Senama Nenek indigenous people and caused the Senama Nenek
indigenous people to lose their territorial land forest.

Through this paper, the author wants to describe the land tenure conflict
between the indigenous peoples of Senama Nenek Village and PTPN V Sei
Kencana, explain the existence of indigenous peoples and the customary land
typology in Senama Nenek Village, and explain the reasons for determining their
rights in the form of individual ownership. This study used a qualitative method
with a sociolegal approach. Data tracing to support this paper was carried out
through document studies and interviews with informants.

The results showed that conflict resolution efforts were taken through the
court (litigation) and outside the court (non litigation). The follow-up to conflict
resolution was the handover of 2,800 ha of land through land redistribution
activities in the form of individual Ownership Certificates to 1,385 indigenous
peoples of Kenegerian Senama Nenek where the recipient subject was determined
by Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek. The type of individual ownership
was chosen because it was the will of the customary community, the target of the
Strategic Land Program, and land registration in Riau Province had not
accommodated customary land because the existence of ulayat land in Riau was
still questionable. Administratively, the customary communities existence in
Kampar Regency is recognized by the Kampar Regency Regional Government
and outlined in the Kampar Regency Regional Regulation Number 12 of 1999
concerning Ulayat Rights, however the Perda does not yet have customary
territories.

Keywords: Land Conflict, Land Redistribution, Indigenous Peoples, Senama
Nenek.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria sejatinya hadir dengan tujuan mengatasi ketimpangan
struktur agraria sehingga bermuara pada terciptanya keadilan agraria,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria. Reforma agraria menjadi agenda penting yang
tercantum dalam Nawacita (sembilan agenda prioritas) ke-5 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai
Program Strategis Nasional dalam era pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla.
Sementara pada RPJIMN 2020-2024, reforma agraria merupakan salah satu
arahan kebijakan dan strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Reforma agraria dalam arti sempit dikenal dengan istilah redistribusi
tanah (Harsono 1999, 4). Redistribusi tanah merupakan wujud semangat
keberpihakan negara pada masyarakat lemah, khususnya petani melalui
penataan penguasaan pemilikan tanah (Salim & Utami 2019, 78). Pelaksanaan
redistribusi tanah sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun
1961 adalah dengan cara membagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara
dan telah ditegaskan menjadi objek landreform khususnya tanah pertanian
sehingga memberikan kepastian hukum.

Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam Rapat Kerja Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Shangri-La pada bulan Januari
2020 melaporkan pencapaian redistribusi tanah non kawasan hutan secara
nasional sepanjang 2015-2019 telah mencapai seluas 795.825 hektar (ha).
Capaian tersebut telah memenuhi target 400.000 ha untuk redistribusi tanah
berbasis kawasan non hutan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
Persentase capaiannya sebesar 198,96% yang artinya jumlah capaian hampir
dua kali lipat dari jJumlah target yang ditetapkan. Target pada tahun 2017 hanya
sejumlah 23.925 bidang, jumlah paling sedikit dibanding target pada tahun-
tahun lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
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Nasional (ATR/BPN) menetapkan target terbanyak pada tahun 2019 yaitu
sebesar 765.236 bidang, jumlah yang relatif besar dibanding tahun-tahun
sebelumnya.

Redistribusi tanah pada tahun 2019 dilaksanakan hampir di seluruh
Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan
Kalimantan Utara. Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun
ini berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (eks-HGU), tanah terlantar dan
tanah negara lainnya, dengan target sebesar 765.236 bidang. Capaian target
tersebut sebanyak 668.713 bidang atau sebesar 87,39% dengan luasan
416.238,47 ha (Diolah dari Data Dashboard Penataan Agraria tanggal 24
Januari 2020).

Selama periode RPJMN 2015-2019, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau mulai melaksanakan redistribusi tanah pada
tahun 2018. Kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan oleh 2 kantor pertanahan
yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Indragiri Hilir. Jumlah bidang tanah yang ditargetkan sebesar 10.000 bidang
dan telah terealisasi 9.500 bidang, dengan persentase sebesar 95%. Kantor
Pertanahan Kabupaten Siak berhasil mencapai target 100% dengan jumlah
4.000 bidang. Sementara itu, Kantor Pertanahan Indragiri Hilir memiliki
persentase capaian sebesar 92% dengan realisasi bidang 5.500 bidang dari
target 6.000 bidang.

Seiring meningkatnya target yang ditetapkan oleh Kementerian
ATR/BPN pada tahun 2019, Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau juga
mengalami peningkatan target 2,25 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yaitu
sebesar 22.500 bidang. Jumlah bidang yang terealisasi adalah sebesar 15.989
dengan persentase 71% dari jumlah target yang ditetapkan, artinya realisasi
bidang pada tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan
redistribusi tanah di Provinsi Riau pada tahun 2019 dijalankan oleh 5 kantor
pertanahan, yaitu Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, dan

Pelalawan.



Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar merupakan salah satu kantor
pertanahan yang melaksanakan redistribusi tanah dan mendapat target paling
besar dibanding kantor pertanahan lainnya, yaitu sejumlah 6.250 bidang. Selain
itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar juga melaksanakan kegiatan yang di
kalangan Kementerian ATR/BPN wilayah Riau dijuluki dengan nama
“TORSUS” atau TORA Khusus. TORSUS tersebut merupakan kegiatan
redistribusi lahan seluas 2.800 ha di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung
Hulu. Lahirnya kegiatan redistribusi tanah tersebut merupakan keputusan yang
diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan
Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Presiden pada
tanggal 3 Mei 20109.

Reforma agraria diharapkan dapat mengurangi sengketa dan konflik
agraria. Konflik agraria yang muncul adalah cermin adanya ketimpangan
struktur agraria, dan sejatinya hakekat reforma agraria sendiri adalah untuk
mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah demi terciptanya
keadilan dalam masyarakat. Penerapan kebijakan reforma agraria untuk
menangani sengketa dan konflik agraria terlihat dalam kegiatan redistribusi
tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau.

Berbicara masalah konflik tidak terlepas dari kompleksitas perjuangan
antara individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang
sama-sama ingin mereka capai. Konflik tersebut dapat bersifat vertikal maupun
horizontal (Budhiawan dkk 2019, 19). Konflik yang bersifat vertikal adalah
konflik yang biasanya terjadi antara masyarakat dengan negara, atau dengan
perusahaan. Sedangkan konflik yang bersifat horizontal merupakan konflik
yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat maupun antar individu dalam
masyarakat itu sendiri. Konflik lahan di Desa Senama Nenek terjadi antara
masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) V Sei Kencana. Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek hidup
berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat

Kenegerian Senama Nenek, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan
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alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat Kenegerian
Senama Nenek dan lembaga adat Kenegerian Senama Nenek. Masyarakat adat
Desa Senama Nenek terdiri atas 5 suku, yaitu suku Melayu, Piliang, Domo,
Mandailiong, dan Suku Pitopang. Tiap-tiap suku dipimpin oleh pucuk suku
yang disebut ninik mamak suku (Febriadi, 2017).

Substansi permasalahan konflik antara masyarakat adat kenegerian
Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana ialah tanah ulayat masyarakat
adat Kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 ha telah dikuasai oleh PTPN V
secara sepihak sejak tahun 1983, padahal hingga saat ini PTPN V tidak
memiliki HGU atas tanah seluas 2.800 ha tersebut (Anonim 2012, dalam
Taufik, 2014). Menurut Herlon, Restuhadi & Yulida (2017, 2) konflik bermula
ketika akan dibukanya PT Perkebunan Nusantara V di atas lahan masyarakat
dengan melakukan ganti rugi terhadap lahan yang digunakan. Ganti rugi yang
dimaksud adalah dengan cara memberikan lahan perkebunan sawit baru tetapi
berada di lokasi yang berbeda. Namun, lahan yang dijanjikan tersebut belum
juga diberikan sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan PTPN
V Kebun Sei Kencana. Berdasarkan inventarisasi lapangan sesuai yang
tertuang dalam Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor
600/373/1VV/08 tertanggal 23 April 2008 kepada Direktur PTPN V
menyebutkan bahwa tanah seluas 2.800 ha merupakan areal enclave dan berada
di luar bidang tanah areal HGU PTPN V (Febriadi, 2017).

Setelah melalui perjuangan panjang hingga puluhan tahun, akhirnya
pada bulan Mei 2019 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa sengketa masyarakat adat Senama
Nenek di Kampar dengan PTPN V selesai. Tanah seluas 2800 ha yang menjadi
klaim masyarakat adat Senama Nenek sudah diselesaikan. Sofyan A. DJalil
mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas tentang
'Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan' yang dipimpin oleh Presiden
Joko Widodo. Sebelumnya, Joko Widodo mengancam akan mencabut
izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke



dalam wilayah konsesi tersebut. Beliau juga sudah mengingatkan agar
perusahaan swasta maupun BUMN penerima konsesi menyerahkan lahan
masyarakat apabila wilayah desa atau kampung tersebut telah lebih dahulu ada
sebelum izin konsesi diberikan.

Sejumlah 1.385 sertipikat hak milik atas tanah hasil penyelesaian
sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V telah
diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Desember 2019. Penyerahan
sertipikat tersebut dilaksanakan di Desa Senama Nenek dan dihadiri oleh
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil (Website resmi Kementerian ATR/BPN,
2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian
sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul: “Reforma Agraria untuk
Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan

Tapung Hulu, Kabupaten Kampar™.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan
satu persoalan pokok dalam kajian ini yaitu, “berbagai temuan di lapangan
menunjukkan bahwa tanah hak ulayat tak luput terkena imbas pertumbuhan
ekonomi dalam sektor pertanian maupun perkebunan sehingga menimbulkan
potensi hilangnya hak ulayat masyarakat adat. Padahal bagi masyarakat hukum
adat, kehilangan tanah ulayatnya sama halnya dengan kehilangan
penghidupannya. Oleh karena itu untuk mengembalikan hak masyarakat adat
yang pernah terenggut, maka harus dipastikan bahwa penerima hak tersebut
adalah masyarakat adat itu sendiri. Persoalan pokok di atas dapat dijelaskan
lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu:
1. Bagaimana konflik penguasaan lahan antara masyarakat adat Desa Senama
Nenek dengan PTPN V Sei Kencana?
2. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dan tipologi tanah adat di Desa
Senama Nenek?

3. Mengapa pemberian haknya ditetapkan dalam bentuk pemilikan individu?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan menggambarkan konflik penguasaan lahan antara
masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana

b. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi masyarakat adat dan tipologi
tanah adat di Desa Senama Nenek.

c. Mengetahui dan menjelaskan alasan penetapan hak dalam bentuk
pemilikan individu.

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian
terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Serta dapat digunakan
sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
hukum agraria mengenai redistribusi tanah sebagai salah satu
penyelesaian konflik dengan subjek penerimanya adalah masyarakat
adat.

b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kantor
pertanahan kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait dalam mengatasi
problematika pelaksanaan redistribusi tanah dengan subjek penerimanya

adalah masyarakat adat.



A.

BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konflik yang melatarbelakangi Redistribusi tanah di Desa Senama Nenek

adalah konflik penguasaan lahan seluas 2.800 ha antara Masyarakat Adat
Kenegerian Senama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN
V). Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pengadilan (litigasi)
maupun di luar pengadilan (non litigasi). Upaya yang ditempuh melalui
jalur litigasi tidak mampu menuntaskan permasalahan, sedangkan upaya
non litigasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan
Pemerintah Provinsi Riau serta melibatkan instansi terkait mampu
menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik dinyatakan selesai pada bulan
Mei 2019 berdasarkan Keputusan Rapat Terbatas tentang Percepatan
Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dipimpin oleh Presiden Joko
Widodo. Selanjutnya lahan seluas 2.800 ha diserahkan kepada masyarakat
adat Kenegerian Senama Nenek melalui mekanisme redistribusi tanah
yang kemudian ditindaklanjuti kerjasama dengan PTPN V dengan Pola
Kemitraan. Secara pragmatis, konflik terselesaikan dan tanah kembali
kepada masyarakat. Akan tetapi hal tersebut belum menjawab problem

besar mengenai pengakuan tanah ulayat.

. Eksistensi (keberadaan) masyarakat adat di Desa Senama Nenek secara

administratif diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, yang
dibuktikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun
1999 tentang Hak Tanah Ulayat, akan tetapi Perda tersebut belum
memiliki Peta Wilayah Adat. Tipologi tanah ulayat di Desa Senama Nenek
berdasarkan penguasaan tanahnya terdiri atas tanah ulayat kenegerian,
tanah ulayat suku, dan tanah soko.
. Hak atas tanah diberikan secara individu melalui skema Redistribusi

Tanah. Redistribusi tanah di Desa Senama Nenek dilakukan dengan dasar
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Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang
pelaksanaannya mengacu Petunjuk Teknis Landreform Tahun 2019.
Terdapat keunikan dalam kegiatan Redistribusi tanah di Desa Senama
Nenek, yaitu pengambilan sumpah kepada para penghulu suku (ninik
mamak) dalam menetapkan subjek penerima. Jenis kepemilikan hak
individu dipilih karena merupakan kehendak masyarakat adat, target
Program Strategis Pertanahan, serta pendaftaran tanah di Provinsi Riau
belum mengakomodir tanah adat, hal tersebut dikarenakan eksistensi tanah
ulayat di Riau masih dipertanyakan. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat juga dirasa masih

banyak kekurangan.

B. Saran
1. Perusahaan ketika akan mengelola lahan sebaiknya memperhatikan
penguasaan di atas lahan yang akan digarap, serta tidak semena-mena
melakukan penyerobotan lahan yang dikuasai pihak lain. Di sisi lain,

Masyarakat adat perlu menjaga tanah ulayat yang merupakan warisan

turun temurun dan bernilai historis, agar tidak terjadi penguasaan lahan

secara sepihak oleh perusahaan ataupun pihak lain.
2. Terkait pengakuan hak Ulayat di Kabupaten Kampar:

a. Sebaiknya dilakukan penguatan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 12 Tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis
Pelaksanaannya. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang pengakuan hak
ulayat perlu dilampiri dengan Peta Wilayah Adat.

b. Diperlukan kesepahaman antar instansi, terkait pengakuan dan
kebijakan terhadap masyarakat adat/tanah ulayat.

c. Diperlukan sinergi antara Pucuk Adat/Suku/Lembaga Adat dan
Pemerintah Desa Senama Nenek, supaya tidak ada lagi penguasaan
lahan oleh pihak lain di atas tanah ulayat tanpa sepengetahuan Pucuk
Adat/Suku/Lembaga Adat.
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d. Agar eksistensi masyarakat hukum adat tetap terjaga, maka diperlukan
sosialisasi oleh Lembaga Adat Kampar dan Para Pucuk Adat/Suku,
masyarakat adat perlu melestarikan adatnya dengan cara
melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan menjaga tanah ulayat.

3. Target Program strategis BPN sebaiknya tidak hanya berdasarkan jumlah
bidang tanah, tapi berdasarkan luasan. Hal tersebut untuk menghindari
privatisasi hak ulayat hanya demi memenuhi target program strategis.
Pengembalian lahan seluas 2.800 ha kepada Masyarakat Adat Kenegerian
Senama Nenek dibanding menggunakan redistribusi tanah, sebetulnya
lebih cocok memakai mekanisme rekognisi (pengakuan). Hanya saja
keterbatasan administrasi BPN belum menerapkan rekognisi.
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